
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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P U T U S A N

Nomor 2226/Pdt.G/2024/PA.Sdn

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai

gugat antara:

Penggugat, NIK 1807086606000003, tempat dan tanggal lahir, Taman Bogo,

26  Juni  2000,  umur  24  (dua  puluh  empat)  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA (Sekolah  Lanjutan

Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,

tempat  tinggal  di  Dusun  IV  RT.019  RW.008  Desa

Taman  Bogo,  Kecamatan  Purbolinggo,  Kabupaten

Lampung  Timur,  Lampung,  dengan  domisili

elektronik  pada  alamat  email/layanan  pesan

cahyasindi802@gmail.com  082176065832.

Berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus,  tanggal  18

Oktober  2024,  yang  telah  terdaftar  pada  Register

Surat  Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana

Nomor 2096/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 28 Oktober

2024, memberikan kuasa kepada  Aris Damanhuri,

S.H.,  pekerjaan  Advokat,  alamat  Jl.  Ki  Hajar

Dewantara,  Ps.  Sukadana,  Kec.  Sukadana,

Kabupaten  Lampung  Timur.  Dalam  hal  ini

menggunakan  domisili  elektonik  dengan  alamat

email  arisdamanhuri1286603@gmail.com,   sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat dan tanggal lahir Tanjung Qencono, 10 Juli 1996, umur 28

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  tinggal  di  Dusun  II  RT.003

RW.06  Desa  Tanjung  Qencono,  Kecamatan  Way
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Bungur,  Kabupaten  Lampung  Timur,  Lampung,

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  20  Oktober

2024 yang  terdaftar  secara  e-court di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Sukadana  pada  tanggal  28  Oktober  2024dengan  register  perkara  Nomor

2226/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

melangsungkan pernikahan pada Hari Kamis  tanggal 18 Februari 2021

yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Purbolinggo  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

Nomor:053/17/II/2021 Tertanggal 18 Februari 2021;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal di kediaman orang tua Penggugat di   Dusun IV RT.019 RW.008

Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur

sampai kemudian berpisah;  

3. Bahwa  anatara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul

sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1

orang anak yang bernama  Muhammad Bintang Alfatih Bin Sugeng

Riadi, NIK 1807083003220001, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro,

30 Maret 2022, Umur 2 Tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan Belum

Sekolah, Saat ini ikut bersama Penggugat;  

4. Bahwa  biaya  yang  diperlukan  untuk  keperluan  anak  dan  lain

sebagainya,  untuk  anak  tersebut  sebesar  Rp,  1.500.000,-  (Satu  Juta

Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan; 

5. Bahwa terhadap  anak hasil  perkawinan antara Penggugat  dan

Tergugat  tersebut  saat  ini  dalam  pengasuhan  Penggugat  selaku  ibu

kandungnya;  
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6. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dalam keadaan rukun, damai dan harmonis, namun sejak kurang lebih

Bulan  Juni  tahun  2022  ketentraman  dan  kebahagiaan  rumah  tangga

Penggugat  dan Tergugat  mulai  goyah,  dikarenakan antara  Penggugat

dan Tergugat  sering  kali  terjadi  perselisihan dan pertengkaran secara

terus menerus yang penyebabnya antara lain sebagai berikut :   Masalah

ekonomi,  yakni  Tergugat  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  keluarga

dengan  baik,  Tergugat  Malas Bekerja  ,  Tergugat  selalu  memilih  milih

pekerjaan,  padahal  Penggugat  sering  mengarahkan  dan  membantu

mencarikan  pekerjaan,  Tergugat  seringkali  mengandalkan  Pekerjaan

Penggugat untuk kebutuhan Keluarga, Tergugat tidak bertanggung jawab

dalam hal keuangan yakni Tergugat tidak mau membayar hutang yang

ketika itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat itu terjadi kurang lebih pada Bulan November Tahun 2022

yang disebabkan karena ketika itu terjadi perselisihan yang sangat hebat

dikarenakan  Tergugat  ketika  itu  tidak  mau  membayar  hutang  untuk

kebutuhan keluarga  sebagaimana yang disebutkan  di  atas  dan  lepas

tanggung  jawab,  sehingganya  kemudian  mau  tidak  mau  Orang  Tua

Penggugat  kemudian  membantu  membayarkan  hutangnya  tersebut,

sejak saat itu Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dengan sikap

dan tingkah laku Tergugat tersebut hingga ahirnya memutuskan untuk

mengakhiri hubungannya dengan Tergugat, dan ketika itu Tergugat pergi

meninggalkan  Penggugat,  sejak  saat  itu  pula  antara  Penggugat  dan

Tergugat berpisah serta tidak ada lagi kominkasi yang baik selayaknya

suami istri sampai dengan saat ini; 

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha

penuh dan berulang kali untuk mendamaikan apa yang telah terjadi pada

rumah tangga  Penggugat  dan Tergugat,  bahkan sampai  dibantu  oleh

pemerintah desa setempat, namun tidak kunjung berhasil dan menemui

jalan buntu; 
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9. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk

suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana

maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat merasa

lebih baik diputus karena perceraian;  

10. Bahwa oleh  karena diantara  anak  hasil  perkawinan Penggugat

dan  Tergugat  masih  dibawah  umur  yaitu  MUHAMMAD  BINTANG

ALFATIH BIN SUGENG RIADI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro,

30  Maret  2022,  Umur  2  Tahun  7  bulan,  sebagaimana  Kutipan  Akta

Kelahiran  Nomor  :  1807-LT-17052023-0072  yang  tentunya  masih

memerlukan perawatan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, mak

menurut  Pasal  105 Kompilasi  Hukum Islam,  sudah sewajarnya anak-

anak tersebut diatas diberikan hak Pengasuhannya kepada Penggugat

selaku ibu kandungnya; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR : 

1. Menerima  dan  Mengabulkan  gugatan  Penggugat untuk

seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (xxx)  Terhadap

penggugat (xxx); 

3. Menetapkan hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama xxx Jenis

Kelamin Laki-laki, Lahir di Metro, 30 Maret 2022, Umur 2 Tahun 7 bulan,

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1807-LT-17052023-0072 ,

diberikan Hak Asuhnya kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya; 

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung Biaya Hak Asuh anak

sebesar  Rp.  1.500.000,00  (Satu  Juta  Lima  Ratus  RibuRupiah)  Per

Bulan;  

5. Membebankan  seluruh  biaya  perkara  menurut  Hukum  yang

berlaku;  

 SUBSIDAIR : 
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- Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa

Hukum  Penggugat  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak

pernah  datang  menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  dan  tidak  terbukti  ketidakhadirannya  tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  Kuasa  Hukum  Penggugat  telah  menyerahkan  surat  kuasa

khusus  tertanggal  28  Oktober  2024,  telah  pula  menyerahkan  fotokopi  kartu

tanda  pengenal  advokat  serta  fotokopi  berita  acara  sumpah  yang  masing-

masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa meskipun  Penggugat telah hadir di  persidangan, namun oleh

karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  maka mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara

dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  secara  maksimal  memberikan

nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat

untuk  dapat  mempertahankan  rumah  tangganya  akan  tetapi  tidak  berhasil,

selanjutnya  dalam  sidang  yang  tertutup  untuk  umum  dibacakanlah  surat

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat  atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di  persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

dapat  didengarkan,  meskipun  demikian  karena  perkara  a  quo mengenai

perceraian,  maka  kepada  Penggugat  tetap  dibebankan  untuk  membuktikan

dalil-dalilnya;

Bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  gugatan Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk

Kependudukan 1807086606000003, tanggal 26 Juli 2021, yang aslinya
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dikeluarkan  oleh  Dinas  kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten

Lampung  Timur,  bukti  surat  tersebut  telah  di-nazzegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  053/17/II/2021  yang  aslinya

dikeluarkan oleh KUA Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Provinsi

Lampung,  tanggal  18  Februari  2021,  bukti  surat  tersebut  telah  di-

nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.2);

3.  Fotokopi  Kartu  Keluarga  nomor  1807082307210001  yang  aslinya

dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

lampung  Timur tanggal  13  Juni  2024,  bukti  surat  tersebut  telah  di-

nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.3);

4.  Fotokopi  Akat  kelahiran  nomor  1807-LT-17052023-0072  yang  aslinya

dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

lampung  Timur tanggal  17  mei  2023,  bukti  surat  tersebut  telah  di-

nazzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.4);

B. Bukti Saksi:

1. Data  Saksi  sesuai  dengan  Berita  Acara,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Dusun  IV  RT.019  RW.008  Desa  Taman  Bogo,  Kecamatan

Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka

berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa  saat  ini  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan bisa

mengurus anak dengan baik;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat
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memenuhi  kebutuhan  keluarga  dengan  baik,  Tergugat  Malas

Bekerja  ,  Tergugat  selalu memilih milih  pekerjaan dan Tergugat

tidak mau membayar hutang;

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

sedang bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak November 2022 yang lalu;

- Bahwa saat ini  Tergugat bekerja harian di  sebuah pabrik

dengan  penghasilan  setiap  harinya  70.000,00  (tujuh  puluh  ribu

rupiah);

- Bahwa  upaya  perdamaian  telah  dilakukan,  namun  tidak

berhasil;

2. biodata  saksi  tercantum  dalam  berita  acara, di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  hidup

berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Dusun  IV  RT.019  RW.008  Desa  Taman  Bogo,  Kecamatan

Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur sampai dengan mereka

berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu anak;

- Bahwa  saat  ini  anak  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan bisa

mengurus anak dengan baik;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  awalnya

rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2022 terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat

memenuhi  kebutuhan  keluarga  dengan  baik,  Tergugat  Malas

Bekerja  ,  Tergugat  selalu memilih milih  pekerjaan dan Tergugat

tidak mau membayar hutang;
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- Bahwa  saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

sedang bertengkar;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak November 2022 yang lalu;

- Bahwa saat ini  Tergugat bekerja harian di  sebuah pabrik

dengan  penghasilan  setiap  harinya  70.000,00  (tujuh  puluh  ribu

rupiah);

- Bahwa  upaya  perdamaian  telah  dilakukan,  namun  tidak

berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun

lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa  dalam  kesimpulannya  Penggugat  menyatakan  tetap  ingin

bercerai  dengan  Tergugat  dan  mohon  agar  Majelis  Hakim  menjatuhkan

putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam

berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini

ditunjuk  kepada  hal-hal  yang  tercantum  dalam  berita  acara  persidangan

tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide

penjelasan  Pasal  49  Huruf  a  angka  9  dinyatakan  salah  satu

kompetensi/kewenangan  peradilan  agama  adalah  gugatan  perceraian,

maka  perkara  ini  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  (absolute

competentie);
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Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa  karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah

hukum kabupaten Lampung Timur  sehingga berdasarkan ketentuan Pasal  4

ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan

Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 200/KMA/SK/X/2018

tanggal 9  Oktober  2018 merupakan  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama

Sukadana,  maka  berdasarkan  Pasal  73  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan

perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman

Penggugat dalam perkara ini yaitu Kecamatan Way Jepara dan terhadap surat

gugatan  Penggugat, Tergugat  tidak  ada menyampaikan  keberatan  (eksepsi

kompetensi), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara

a quo (relative competentie);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi  dan patut  sesuai  dengan Pasal  145 R.Bg  junctis Pasal  26  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  menilai

perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pertimbangan Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  perlu  mempertimbangkan  terlebih

dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat

dan  tentang  keabsahan  penerima  kuasa  yang  dalam  surat  kuasa  tersebut

berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa

hukum para  pihak mempunyai  hak untuk mewakili  kepentingan hukum para

pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan

landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung

RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa

khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di
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pengadilan, menyebut kompetensi  relatif,  menyebut identitas dan kedudukan

para  pihak  serta  menyebut  secara  ringkas  dan  konkret  pokok  dan  objek

sengketa  yang  diperkarakan.  Semua  unsur  ini  bersifat  kumulatif,  jika  tidak

dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang,  bahwa  disamping  itu,  surat  kuasa  harus  memenuhi

ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Meterai.  Halmana dalam ketentuan tersebut  ditegaskan bahwa pembubuhan

tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan

dengan tinta atau yang sejenis dengan itu,  sehingga sebagian tanda tangan

ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  memperhatikan  dan

mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

perundang-undangan  yang  terkait  dengan  keabsahan  surat  kuasa  dan

keabsahan advokat di  atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

diberikan  oleh  para  pihak  maka  Majelis  Hakim dapat  memberikan penilaian

sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan

keabsahan  surat  kuasa  khusus  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  1959  dan  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5);

2. Penerima  kuasa  dari  Penggugat  bernama Riyan  Afrizal,  S.H.,  dan

Zaenudin,  S.H,  sebagai  advokat  telah  memenuhi  syarat  untuk  bertindak

sebagai  Advokat  karena  sudah  disumpah  oleh  Pengadilan  Tinggi

sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal  4 Ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor  18  Tahun  2003  Tentang  Advokat  dan  Surat  Edaran  Mahkamah

Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal  Penyumpahan

Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak baik Penggugat telah

memenuhi  persyaratan  surat  kuasa  khusus  serta  kuasa  hukum  pihak

Penggugat  telah  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  sebagai  advokat,  oleh
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karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara

di muka persidangan perkara ini;

Persidangan Secara e-Litigasi

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan

perkara  secara  elektronik  sebagai  Pengguna  Terdaftar,  maka Majelis  Hakim

telah  memeriksa  identitas  kuasa  Penggugat  dan  kelengkapan  pendaftaran

perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun berdasarkan Pasal 20 ayat

(1)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf

E  angka  1  Surat  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor

129/KMA/SK/VIII/2019  tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan

Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik karena  Tergugat  tidak  pernah

hadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak dapat diperoleh oleh

karena  itu  persidangan  secara  elektronik tidak  dapat  dilaksanakan  dalam

perkara a quo , dan sidang dilanjutkan dengan acara biasa;

Pemeriksaan Verstek

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

hadir in person sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang

lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  di  persidangan,

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dengan  demikian  telah

terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, oleh karenanya Majelis

Hakim  menilai  perkara  ini  telah  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadir

Tergugat (verstek);

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang,  bahwa meskipun  Tergugat  tidak  pernah  hadir di

persidangan  namun  sebagai  upaya  mengarahkan  Penggugat  kepada

perdamaian, Majelis  Hakim telah  berupaya  menasehati  Penggugat melalui

Kuasa Penggugat untuk membantu perdamaian Penggugat dan Tergugat agar

bersabar  dan rukun kembali  membina rumah tangga dengan Tergugat  akan

tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari

Tergugat,  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai usaha

perdamaian telah  diupayakan meskipun  Tergugat  tidak  hadir  sebagaimana
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upaya  damai  tersebut  dilaksanakan  dalam kondisi  kedua  belah  pihak  hadir

berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  yang  isi  dan  pasalnya  tidak  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan   juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  juncto  Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mediasi

Menimbang,  bahwa  Penggugat  hadir  menghadap  di  persidangan,

sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini adalah

dikecualikan  dari  kewajiban  mediasi  karena  termasuk  sengketa  yang

pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara

patut sebagaimana  disebutkan pada Pasal 4 ayat 2 huruf b bahwa Peraturan

Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis

Hakim  akan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu  legal  standing Penggugat

dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  dalam  mengajukan  perkara  a  quo,  Penggugat

mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah

yang  telah  melaksanakan  pernikahan  secara  Islam  sesuai  dengan  aturan

perkawinan  di  Indonesia  dan  saat  ini  Penggugat  ingin  bercerai  dengan

Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  yang isi  dan pasalnya tidak diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal 20 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan  dan  Pasal  132  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki  legal standing untuk mengajukan

perkara a quo;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat

dapat  disimpulkan  bahwa  Penggugat  dalam  mengajukan  gugatan  cerai

terhadap Tergugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni

2022  ketentraman rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah,

yaitu  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  penyebabnya  karena  Tergugat  tidak  dapat  memenuhi

kebutuhan keluarga dengan  baik,  Tergugat  Malas Bekerja  ,  Tergugat  selalu

memilih  milih  pekerjaan  dan  Tergugat  tidak  mau  membayar  hutan.  Puncak

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada November

2022 dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama

Tergugat  dan  Penggugat  berpisah,  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut di atas, Penggugat

telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima Gugatan Penggugat;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  sughraa  Tergugat  Sugeng  Riadi  bin

Hasan dollar Terhadap Penggugat Sindi Cahya Priadi binti Suparjo;

4. Menetapkan hak Asuh Anak (Hadhonah) yang bernama  MUHAMMAD

BINTANG ALFATIH BIN SUGENG RIADI, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di

Metro, 30 Maret 2022, Umur 2 Tahun 7 bulan, sebagaimana Kutipan Akta

Kelahiran  Nomor  :  1807-LT-17052023-0072  ,  diberikan  Hak  Asuhnya

kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya; 

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung Biaya Hak Asuh anak sebesar

Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus RibuRupiah) Per Bulan;  

6. Membebankan seluruh biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;  

SUBSIDER :

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 2226/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 13 dari 36 Putusan
Nomor 2226/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau  apabila  Pengadilan  Agama  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Formil Gugatan

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  telah  memuat

unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para

pihak,  posita,  dan  petitum,  dan  alasan  perceraian  yang  dikemukakan  oleh

Penggugat  juga  telah  berdasarkan  hukum,  yakni  perselisihan  dan

pertengkaran,  maka berdasarkan  Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39

ayat  (2)  poin (f)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan,  junctis Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang

Perkawinan dan Pasal  116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, maka gugatan

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa  mengenai  kumulasi Penggugat yaitu gugatan cerai

dan hadhanah, Majelis  berpendapat  bahwa  kumulasi  yang  demikian karena

masih  memiliki  koneksitas antara gugatan  perceraian dengan gugatan hak

hadhanah maka  kumulasi  tersebut dapat  dibenarkan  karena  sesuai  dengan

maksud  pasal   86 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 jo. Yurisprudensi  Mahkamah  Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002

tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena

gugatan  perceraian  dan  gugatan  hak  hadhanah berhubungan  sangat  erat

dan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa  gugatan  kumulasi  antara  gugatan  perceraian  dengan

hak  asuh  anak (hadhanah) dapat diterima  dan diperiksa  secara  bersama-

sama dalam perkara ini;

Tentang Gugatan Perceraian
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  uraian  posita  gugatan  Penggugat

tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita  gugatan

Penggugat adalah  Pasal  19 huruf f  Peraturan Pemerintah Nomor  9 Tahun

1975, jo. Pasal 116 huruf f   Kompilasi  Hukum Islam, dengan demikian yang

menjadi  pokok masalah dalam gugatan cerai  ini  adalah apakah benar  yang

dipositakan  oleh  Penggugat  atau  apakah  benar  antara  Penggugat  dengan

Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak

ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Beban Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun perkara  a quo diperiksa secara verstek,

namun  oleh  karena  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.  gugatan  yang

diperiksa  secara  verstek  hanya  dapat  dikabulkan,  jika  memiliki  dasar  dan

alasan  hukum,  maka  dengan  demikian,  guna  menghindari  penyelundupan

hukum  dalam  perkara  a  quo,  Majelis  Hakim  tetap  memberikan  beban

pembuktian  kepada  Penggugat,  sebagaimana  akan  Majelis  Hakim  uraikan

dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3

Tahun  2015  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar

Mahkamah Agung RI, Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan,  Kamar  Agama:  Pemeriksaan  secara  verstek  terhadap  perkara

perceraian  harus  melalui  proses  pembuktian  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  sedangkan  pemeriksaan  perkara  selain

perceraian  harus  menunjukan  adanya  alas  hak  dan  tidak  melawan  hukum

(Pasal  125  H.I.R/Pasal  149  R.Bg),  maka  Penggugat  tetap  dibebankan

pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara verstek juga sesuai dengan pendapat

ahli  fiqh  dalam  al-Anwar,  juz  II,  halaman  159  yang  berbunyi:  “Apabila

Tergugat/Termohon  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau  enggan

(menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh

menerima  gugatan  (Penggugat/Pemohon).”  Majelis  Hakim  sependapat  dan

mengambil alih pendapat ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan yang  isi  dan

Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan

juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya

dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita gugatan Penggugat tentang

hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan

oleh  Penggugat  adalah  perselisihan  dan  pertengkaran,  sebagaimana

dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan

tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa  antara  suami  istri  benar-benar  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa  harus  diketahui  apa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut  dan  siapa  penyebabnya  yang  kemudian  hal  ini  harus

dipertimbangkan  apakah  benar-benar  prinsipil  dan  berpengaruh  terhadap

keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup

rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim memberikan beban pembuktian (burden proof) kepada Penggugat guna

membuktikan  fakta  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus antara

Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing

bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  bukti  [P.1) berupa  fotokopi  Surat  Keterangan

Domisili Fotokopi atas nama Penggugat Nomor 1807086606000003 tertanggal
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26 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jepara Kabupaten Lampung Timur yang merupakan akta otentik dibuat dalam

bentuk  yang  ditentukan  undang-undang  di  hadapan  pejabat  umum  yang

berwenang  (vide:  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),

bermeterai  cukup  (vide:  Pasal  2  ayat  (3)  dan  Pasal  11  ayat  (1)  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai  juncto  Pasal 2

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg.  juncto Pasal

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bukti tersebut telah memenuhi

syarat  formil  dan  materil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht). secara

materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara a quo dan telah membuktikan

bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  Kabupaten  Lampung  Timur,

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1989

Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana memiliki kompetensi

relatif untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti [P.2] berupa Fotokopi Duplikat

Akta Nikah Nomor  053/17/II/2021, tanggal  18 Februari 2021, yang dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbolinggo,

Lampung Timur, merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan

undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat

(3)  dan Pasal  11 ayat  (1)  huruf  (a)  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Tentang Bea Meterai  juncto  Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun  2000  Tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Meterai  dan  Besarnya  Batas

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan

aslinya  (vide:  Pasal  301  R.Bg.  juncto Pasal  1888  Kitab  Undang-Undang
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Hukum Perdata).  Bukti  tersebut  isinya menjelaskan bahwa pada Penggugat

dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Purbolinggo,  Kabupaten  Lampung

Timur,  Provinsi  Lampung.  Bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  (volledig

bewijskracht)  dan mengikat  (bindende bewijskracht). Dengan demikian, maka

harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi  dan Termohon Konvensi

adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti [P.3] berupa  Fotokopi Kartu Keluarga  Nomor

1807082307210001  tertanggal  13  Juni  2024,  diterbitkan  oleh  Kepala  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, bukti [P.4] berupa

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Bintang Alfatih nomor

1807-LT-17052023-0072, tertanggal 17 Mei 2023, diterbitkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Lampung  Timur,  alat  bukti

[P.3],  [P.4]  telah bermeterai  cukup dan bercap pos  (zegelen),  alat-alat  bukti

tertulis tersebut adalah fotokopi dari  akta otentik  dibuat dalam bentuk yang

ditentukan  undang-undang  di  hadapan  atau  oleh  pejabat  umum  yang

berwenang  (vide:  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata),

bermeterai  cukup  (vide:  Pasal  2  ayat  (3)  dan  Pasal  11  ayat  (1)  huruf  (a)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai  juncto  Pasal 2

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif

Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan

Bea Meterai)  namun tidak dapat dicocokan dengan aslinya (vide:  Pasal 301

R.Bg.  juncto Pasal  1888  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata),  sehingga

berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 Majelis Hakim menilai alat-

alat bukti tertulis tersebut harus dikesampingkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya,

Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan 

Menimbang,  bahwa karena saksi-saksi  yang dihadirkan Penggugat ke

dalam  persidangan  sebagai  orang-orang  dekat  dengan  Penggugat  dan

Tergugat (vide; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang  Nomor 7  Tahun  1989 yang

isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang  Nomor 3  Tahun  2006
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dan Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009, junctis.   Pasal   22   ayat   (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu

ingatannya dan keterangannya disampaikan di  bawah sumpah bukan orang

yang dilarang sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri

telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di

bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah

memberikan  kesaksian  tentang  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan

dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah saksi

sebagai orang tua Penggugat

5. Bahwa,  semenjak  Juni  2022 Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

pertengkaran, dan saksi sering melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan

Tergugat;

6. Bahwa,  Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal  sejak

November 2022, sehingga sejak saat itu antara penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  saling  memperdulikan  dan  sudah  tidak  menjalankan

kewajibannya sebagai suami istri ;

7. Bahwa, saksi  dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat;

9. Bahwa, selama dalam pengasuhan Penggugat anak Penggugat tumbuh

baik, sehat dan terawat;
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10. Bahwa, sepengetahuan saksi  saat ini  Tergugat  bekerja sebagai

buruh harian di sebuah pabrik dengan penghasilan sejumlah Rp70.000.00

perharinya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  keterangan  tersebut  di  atas  telah

disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.

juncto Pasal  1907 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata,  keterangan saksi

pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil  untuk

dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa saksi  kedua  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah

memberikan  kesaksian  tentang  kondisi  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan

dialami, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang

tua Penggugat

5. Bahwa,  semenjak  bulan  Juni  2022 Penggugat  dan  Tergugat  sering

terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri  sebanyak 1 (satu)

kali  pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa  penyebab  pertengkaran Penggugat  dan  Tergugat  karena

Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan  baik, Tergugat

Malas Bekerja , Tergugat selalu memilih milih pekerjaan dan Tergugat tidak

mau membayar hutang;

7. Bahwa  Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal  sejak

November 2022 sehingga sejak saat  itu antara penggugat dan Tergugat

sudah  tidak  saling  memperdulikan  dan  sudah  tidak  menjalankan

kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa  saksi  dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;
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9. Bahwa  saat  ini  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  diasuh  oleh

orangtua Penggugat;

10. Bahwa  selama  dalam  pengasuhan  Penggugat  kedua  anak

Penggugat tumbuh baik, sehat dan terawat;

11. Bahwa Penggugat  sebagai  ibu  kandungnya masih  memberikan

perhatian  kepada  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat  dengan  sering

menelpon kedua anak tersebut;

12. Bahwa sepengetahuan  saksi  saat  ini  Tergugat  bekerja  sebagai

buruh harian di  pabrik dengan penghasilan sejumlah Rp70.000,00 setiap

harinya;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  keterangan  tersebut  di  atas  telah

disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka quod est Pasal 308 R.Bg.

juncto Pasal  1907 Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata,  keterangan saksi

kedua  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  memenuhi  syarat  materil  untuk

dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana

uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan

orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki

konflik  kepentingan (conflic  of  interest)  dengan perkara  a quo,  menyaksikan

hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan keterangan

saksi  tersebut  juga  saling  bersesuaian  dan  relevan  dengan  substansi  yang

mesti  dibuktikan  dalam  perkara  a  quo,  maka  sesuai  dengan  kekuatan

pembuktian saksi yang bersifat bebas (vrij  bewijskracht),  quod est Pasal 309

R.Bg. juncto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim

berpendapat  bahwa  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  oleh  Penggugat  patut

dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  kedua  orang  saksi  tersebut  secara  bersesuaian

menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa sejak tahun 2010 antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus  disebabkan  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  memenuhi  nafkah

keluarga dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat bahkan melakukan
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kekerasan  kepada  Penggugat  dengan  memukul  dan  menendang  Pengugat

sehingga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  sekurang-

kurangnya sejak tahun 2013 hingga sekarang;

Tentang Hak Asuh Anak/Hadhanah dan Nafkah Anak

Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  petitum  nomor  4  (empat)

memohon untuk Menetapkan anak yang bernama Muhammad Bintang Alfatih

usia 2 tahun 7 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, terhadap gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat tidak

dapat  didengar  jawabannya  sebagaimana  telah  dipertimbangkan

kehadirannya dalam bagian pertimbangan tentang perceraian; 

 Menimbang,  untuk  meneguhkan  dalil  gugatan  hak  asuh  anak,

Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi kartu keluarga bukti

[P.3] dan fotokopi akta kelahiran bukti [P.4] serta dua orang saksi yang telah

dipertimbangkan  syarat  formilnya  pada  bagian  pertimbangan  tentang

perceraian  sehingga  kedua  saksi  tersebut  dapat  diterima  juga  pada  bagian

pertimbangan hak asuh anak ini;

Menimbang,  bahwa  secara  materiil  saksi-saksi  Tergugat berkenaan

dengan dalil-dalil  hadhanah telah menerangkan  anak tersebut saat ini diasuh

oleh  Penggugat Penggugat  sebagai  ibu  kandungnya  bisa  dan  mampu

mengurus anaknya dengan baik. Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh harian

di  sebuah pabrik  dengan penghasilan sejumalh Rp70.000,00 setiap harinya.

Keterangan  kedua  saksi  tersebut  bersesuaian  dan  dibenarkan  oleh  Kuasa

Penggugat  serta  tidak dibantah oleh Tergugat  karena Tergugat  tidak pernah

hadir  sehingga  keterangan  saksi-saksi  Penggugat  tersebut  dapat

dipertimbangkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon untuk ditetapkan

kewajiban  Tergugat  untuk  dibebankan  nafkah,  biaya  Pemeliharaan  dan

Pendidikan  ikut  di  tanggung  oleh  Tergugat  setiap  bulannya  sejumlah  Rp

1.500.000sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun;
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Menimbang,  terhadap  gugatan  nafkah  anak  tersebut  Tergugat  tidak

dapat didengar jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan kehadirannya

dalam bagian pertimbangan tentang perceraian; 

 Menimbang, untuk meneguhkan dalil gugatan nafkah anak, Penggugat

telah mengajukan alat  bukti  2 (dua) orang saksi  yang telah dipertimbangkan

syarat formilnya pada bagian pertimbangan tentang perceraian sehingga kedua

saksi tersebut dapat diterima juga pada bagian pertimbangan nafkah anak ini;

Menimbang,  bahwa  secara  materiil  saksi-saksi  Penggugat  berkenaan

dengan petitum nafkah anak  telah menerangkan secara berkesesuaian bahwa

kedua saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai buruh harian di sebuah

pabrik dan  nominal penghasilan setiap harinya sejumlah Rp70.000.00;

Fakta Kejadian

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan dua

orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,

telah menikah secara Islam pada pada tanggal 05 Agustus 2007, dan dicatat

oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kedaton  Bandar

Lampung;



Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terahir tinggal bersama di

rumah orangtua Penggugat;



Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah dikaruniai  1 (satu)  orang  anak

yang bernama Muhammad Bintang Alfatih usia 2 tahun 7 bulan;



Bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus  disebabkan  karena  Tergugat  tidak  dapat

memenuhi  kebutuhan  keluarga  dengan  baik,  Tergugat  Malas  Bekerja  ,

Tergugat selalu memilih milih pekerjaan dan Tergugat tidak mau membayar

hutang,  sehingga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  rumah

sekurang-kurangnya sejak bulan November 2022 hingga sekarang;
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

Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat  dan

Tergugat namun tidak berhasil;



Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat

selaku ibu kandungnya;

 Bahwa  Penggugat  sebagai  ibu  kandungnya  bisa  mengasuh  anaknya

dengan baik;

 Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik dengan

penghasilan sejumalh Rp70.000,00 setiap harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum

gugatan  Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di  persidangan

dengan pertimbangan hukum (tasbib al-ahkam al-qadha’i) sebagai berikut;

Fakta hukum

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  kejadian  yang  telah  dibuktikan

dalam persidangan,  Majelis  Hakim telah  berhasil  mengurai  pokok persoalan

(tahlilu  al-niza’)  dalam perkara  a quo,  sehingga dapat  diformulasikan dalam

bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah

hingga sekarang, telah menikah secara Islam pada pada tanggal 05 Agustus

2007,  dan  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kedaton Bandar Lampung;

 Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di

rumah  kediaman  bersama  milik  orang  tua  Penggugat,  sampai  berpisah

rumah;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami

istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran  terus  menerus  disebabkan  karena  Tergugat  tidak  dapat

memenuhi  kebutuhan  keluarga  dengan  baik,  Tergugat  Malas  Bekerja  ,

Tergugat selalu memilih milih pekerjaan dan Tergugat tidak mau membayar
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hutang,  sehingga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  rumah

sekurang-kurangnya sejak November 2022 hingga sekarang;

 Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Majelis  Hakim  akan  menjawab

petitum  gugatan  Penggugat  berdasarkan  fakta  hukum  yang  terbukti  di

persidangan  dengan  pertimbangan  hukum  (tasbib  al-ahkam  al-qadha’i)

sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat



Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu)

yang  mohon  gugatan  Penggugat  dikabulkan,  maka  oleh  karena  petitum

tersebut  berkaitan  dengan  petitum  yang  lain,  akan  Majelis  Hakim  jawab

kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua)

yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

terhadap  Penggugat,  Majelis  Hakim  mengemukakan  pertimbangan  hukum

sebagai berikut;

Pertimbangan perceraian secara syar’i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara

Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil

syar’i, sebagai berikut:

a.
Surat Ar-Rum, ayat 21: 
َنكَمُ ََلَ ب ََ ََا وجََعَ ََ هَ َ إل كنُوُآْ إ َ ََا لتّ ََ ُ أوَجَٰٗ ك ََإ ََ ََقَ لكَمُ مّ أنَفُس ََ َ َ خَل إهإ أ يومَإ ءاَيتَٰ ي ََ ََ س ز م ن ن ٓ ن

إنّ فإي ََ إ ةًمّودَةّٗ ورََمََ ح
ََ ََ َٰ لقََّ ََكَ لَيٓ ََ إَ ومذلَٰ ت

يتَفَكَرُّونَ
Terjemahnya:  Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
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dan sayang.  Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah,

Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

ولضرار  لضرر

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan
pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I,

halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim

sebagai berikut:

اخفهما       ضررابارتكاب اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اذا

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang
lebih ringan.

d.

Pendapat  ulama  dalam  Kitab  al-Ahwal  al-Syakhshiyah,  karangan

Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

بين            العسرة دوام معه يستطيع ل بما الزوج إضرار الزوجة ادعت إذا
التفريق            القاضي من تطلب ان لها يجوز طبقتهما في هما ومن أمثالها

طلقها           بينهما الصلح عن القاضي وعجز دعواها اثبتت فإذا وبينه بينها
بائنة   طلقة .عليه

Terjemahnya: Apabila  seorang  istri  menggugat  atas  tindakan  aniaya
suaminya,  baik  berupa  ucapan  maupun  tidakan,  yang
menyebabkan  ia  tidak  sanggup  untuk  melanjutkan
hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka
istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia
diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut
terbukti  dan  hakim  tidak  dapat  untuk  mendamaikan
keduanya,  maka  hakim  menceraikan  keduanya  dengan
talak ba’in.

e.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam  Kitab al-Fiqh al-Islami wa

Adillatuhu,  Juz  VII,  halaman  527  sampai  dengan  halaman  528,  yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:
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الحياة           وأجاز تصبح ل وحتى للنزاع، منعاً للضرر، أو للشقاق التفريق المالكية
وبلء   جحيماً ...الزوجية

Terjemahnya Ulama  Malikiyah  memperbolehkan  terjadinya  perceraian
dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan
bahaya  (kekerasan  dalam  rumah  tangga,  baik  dalam
bentuk  perbuatan  maupun  perkataan),  untuk
mengantisipasi  terjadinya permusuhan (antara  pasangan
suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang
menyiksa dan menyusahkan...;

f. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلم نظام الطلق حين تضطرب الحياة الزوجيففة ولم ينفففع

فيه نصح ول صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لن

على أحففد الففزوجين بالسففجن المؤبففد. و هففذا الإستمرار معنففاه أن يحكم

تأباه روح العدالة.                                    

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan
rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak
bermanfaat  lagi  nasehat  dan  perdamaian  di  mana
hubungan  suami  isteri  telah  hampa,  karenanya
meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  salah  satu
pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti
tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. 

g.  Pandangan ahli  hukum yang tercantum dalam  Kitab  Ghayatul  Marom

yang berbunyi 

طلقة           القاضى عليه فطلق زوجها على الزوجة رغبة عدم اشتد إذا

Terjemahnya: Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami,
maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  secara  syar’i di  atas,

jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman

(sakinah)  di  antara  pasangan  suami  istri,  hubungan  yang  saling  mencintai

(mawaddah) dan menyayangi (rahmah), saling menjalankan kewajiban masing-

masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang

tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang

berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya
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kepada istri, maka secara syar’i, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke

hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di  atas, antara

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

menerus  disebabkan  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  memenuhi  nafkah

keluarga dan Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat bahkan melakukan

kekerasan  kepada  Penggugat  dengan  memukul  dan  menendang  Pengugat,

sehingga  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  sekurang-

kurangnya sejak  bulan  November  2022  hingga sekarang.  Menurut  pendapat

Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (masyaqqah) bagi

Penggugat  untuk  melanjutkan  hubungan  rumah  tangga  dengan  Tergugat,

sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara  a quo setidak-

tidaknya  telah  dihukumi  kebutuhan  yang  harus  menjadi  prioritas,  sebagai

alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan

rumah tangga yang sudah tidak lagi  menuju tujuan perkawinan, supaya tidak

terjadi  kemudaratan  yang  lebih  besar; dan  dipandang  dari  segi  filosofis

Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat  mewujudkan  perkawinan  sebagaimana

yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal,  sakinah,

mawaadah wa rahmah

Pertimbangan perceraian secara sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan

Tergugat  tidak  lagi  hidup  satu  atap  karena  berselisih  dan  bertengkar  terus

menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak

rukun  dan  dinilai  perkawinan  tersebut  sudah  pecah  (marriage

breakdown/broken home), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak

dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa atau rumah tangga yang  sakinah, mawaddah, warahmah,  (vide Pasal 1
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Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  juncto Pasal  3

Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian

hanya  dapat  terjadi  di  hadapan sidang  pengadilan  (vide:  Pasal  39  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan  juncto Pasal  115

Kompilasi  Hukum  Islam)  dan  memenuhi  alasan-alasan  perceraian  yang

dibenarkan  oleh  hukum  positif  perkawinan  di  Indonesia  dan  di  antaranya

berdasarkan  Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  138  K/AG/1995,  tanggal  26  Juli  1996,  yang

kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim,  menyatakan bahwa

“Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat

(2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang,  bahwa  dengan  merujuk  pada  Yurisprudensi  Mahkamah

Agung  Republik  Indonesia  tanggal  17  Maret  1999  Nomor  237/K/AG/1998,

bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama

dengan pihak lain, hal ini  adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk

alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  379/K/AG/1995,  tanggal  26  Maret  1997,  yang

kemudian diambil  alih  sebagai  pendapat  Majelis  Hakim,  menyatakan bahwa

“Suami  istri  yang tidak  berdiam serumah lagi  dan tidak  ada harapan untuk

hidup  rukun  kembali,  maka  rumah  tangga  tersebut  telah  terbukti  retak  dan
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pecah  dan  telah  memenuhi  alasan  cerai  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang,  bahwa  mengenai  siapa  yang  terlebih  dahulu  bersikap

hingga  menyebabkan  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat,  Majelis  menilai  tidak  lagi  perlu  dibuktikan

kebenarannya  lebih  jauh  karena  pada  dasarnya  sudah  terbukti  antara

Penggugat  dan Tergugat  telah  terjadi  perselisihan yang terus-menerus yang

sulit  dirukunkan  kembali,  karena  sejalan  dengan  Yurisprudensi  Mahkamah

Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih

sebagai  pendapat  Majelis  Hakim  yang  abstraksinya  menyatakan  bahwa,

”Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan

atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat

adalah  perkawinan  itu  sendiri  apakah  perkawinan  itu  masih  dapat

dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang,

adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat

namun  Penggugat  tetap  pada  gugatannya,  sehingga  berdasarkan

pertimbangan  yuridis  di  atas,  pengadilan  dapat  mengabulkan  gugatan

perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Alasan hukum perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  disebabkan

Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  memenuhi  nafkah  keluarga dan  Tergugat

bersikap  kasar  kepada  Penggugat  bahkan  melakukan  kekerasan  kepada

Penggugat dengan memukul dan menendang Pengugat dan kedua belah pihak

sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  di  antara  Penggugat  dengan

Tergugat bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat pecah (broken marriage). Adapun keterangan sebagai saksi-saksi dari
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orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat tentang fakta tersebut

(vide:  Pasal 22 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga

telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa

gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan

secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

poin  (f)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  junctis

Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Pasal 116  huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Penjatuhan Talak

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  (tahlilu  al-niza’)  dan

alasan  beserta  dasar  hukum  (tasbib  al-ahkam)  yang  telah  Majelis  Hakim

kemukakan  di  atas  dan  perkara  ini  diperiksa  dengan  acara  verstek,  maka

petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan

dijatuhkan  terhadap  Penggugat,  Majelis  Hakim  memandang  perlu  untuk

mengutip  dalil  syar’i yang  terdapat  di  dalam  Kitab  al-Fiqh  al-Islami  wa

Adillatuhu,  karangan  Wahbah  al-Zuhaily,  Juz  VII,  halaman  529,  yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

به؛             إل يزول ل الضرر لن بائن؛ طلق للشقاق القاضي يوقعه الذي الطلق
والعودة             العدة، في المرأة مراجعة من الزوج تمكن رجعياً الطلق كان إذا لنه

الضرر  .إلى

Terjemahnya: Talak  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  berdasarkan  alasan
pertengkaran  adalah  talak  ba’in,  karena  kemudaratan
hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut,
apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj’i, maka tentu
dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya,
dengan  demikian  juga  terbuka  peluang  akan  kembali
terjadi kemudaratan yang sama.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar’i

di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum
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Islam  yang  menentukan  bahwa  perceraian  yang  didasarkan  atas  putusan

pengadilan adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis berkesimpulan  bahwa  alasan  perceraian  yang  diajukan

Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

dan  karena  berdasarkan  fakta  di  persidangan,  antara  Penggugat  dengan

Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka

berdasarkan pertimbangan  syar’i dan yuridis di  atas oleh karena itu gugatan

Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

sughra Tergugat (Megou  Pasai  bin  Mirzan  Toni)  Terhadap  Penggugat  (Ida

Farida binti Mansur);



Petitum Hak Asuh Anak/Hadhanah

Menimbang, bahwa untuk menentukan hak asuh dan pemeliharaan anak

Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz, setelah Majelis Hakim menilai

dalil-dail  gugatan,  bukti  saksi  Penggugat,  maka  Majelis  Hakim  berdasarkan

ketentuan  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  lslam jo.  Pasal  3  Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 harus  mempertimbangkan

kepentingan  terbaik  bagi  anak  (the  best  interest  for  the  children) bukan

kepentingan orang tua;

Menimbang, bahwa selain melihat unsur kepentingan terbaik bagi anak,

Majelis  Hakim  juga  harus  menilai  alasan,  kepentingan  dan  akibat  dari

penetapan hak asuh anak ke salah satu pihak, hal  tersebut selaras dengan

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yaitu  bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,

Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang,  bahwa saat  ini  anak  Penggugat  dan Tergugat  tinggal

bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  105  huruf  a  Kompilasi  Hukum

Islam, anak yang masih di bawah umur/ belum mumayyiz berada dalam asuhan

ibunya, sehingga Majelis Hakim menilai  dalam perkara  a quo  mengenai  hak

asuh anak ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;



Petitum Nafkah Anak

Menimbang,  bahwa  perihal  tuntutan  Penggugat  agar  menghukum

Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.500.000,00 per bulan,  Majelis

Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  secara  normatif  berkewajiban

membiayai anaknya, namun kewajiban tersebut baru dapat ditetapkan di dalam

putusan apabila sebelumnya telah ditetapkan siapa pemegang hak asuhnya.

Menimbang bahwa pemegang hak asuh anak adalah penggugat sebagai

ibu kandungnya, 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi  satu  dan  dua

Penggugat, Tergugat saat ini  bekerja sebagai buruh harian di  sebuah pabrik

dengan penghasilan sejumlah Rp70.000,00 setiap harinya;

Menimbang,  bahwa  majelis  hakim  menetapkan  nafkah  anak  setiap

bulannya sejumalh Rp700.000,00 sampai anak tersbeut dewasa (21 tahun);

Menimbang,  bahwa dalam Kompilasi  Hukum Islam pasal  105 huruf  c

dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang,  bahwa  pemeliharaan  anak  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum

seorang  ayah  (in  casu Termohon)  untuk  memenuhinya.  Hal  ini  ditegaskan

dalam  Pasal  41  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  Pasal  105  huruf  c  Kompilasi  Hukum Islam.  Hal  ini  pun sejalan

dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih

sebagai pertimbangan pengadilan sebagai berikut:

الولد     نفقة الب على ويجب

Artinya:  Kewajiban  seorang  ayah  untuk  menafkahi  anak-anaknya.  (Al-

Muhadzdzab II: 177)

       ( اب( على فنفقته وام اب له من فرع
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Artinya: Ketentuan: anak yang masih memiliki ayah dan ibu, maka nafkahnya

wajib ditanggung oleh ayah. (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang,  bahwa  hikmah  dari  diwajibkannya  seorang  ayah  untuk

menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin

yang kuat dengan anaknya, sekalipun hak asuh anak ditetapkan kepada ibu

kandungnya.  Dengan memenuhi  nafkah anaknya,  maka seorang ayah akan

terbiasa  berkomunikasi  dan  memantau  perkembangan  anaknya  serta

mempererat  hubungan  interpersonal  antara  ayah  dengan  anak.  Dengan

demikian,  maka  akan  sangat  mudah  bagi  seorang  ayah  memantau

perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk

hidup yang berguna bagi  anaknya kelak.  Dengan demikian, menafkahi  anak

tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka,

menafkahi  anak, lebih dari  itu,  merupakan representasi  dari  kesadaran akan

tanggung  jawab  seorang  ayah  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak  sembari

mendidik  dan  mengajarkannya  nilai-nilai  kehidupan.  Bagaimanapun  ayah

adalah madrasah kehidupan terbaik baik anak-anaknya; 

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  asas  kepastian,  Majelis  Hakim

berpendapat  nilai  nafkah yang  akan  diberikan  kepada anak  Penggugat  dan

Tergugat perlu  ditetapkan  dengan  mempertimbangkan  aspek  kemampuan

Tergugat;

Menimbang  bahwa  anak  Pengguagt  dan  Tergugat  yang  bernama

Muhmaad  Bintang  Alfatih,  Majelis  Hakim  menilai  berdasarkan  kesepakatan

perdamaian perkara a quo telah disepakati Pemohon akan memberikan nafkah

kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama sebesar Rp700.000,00

setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  Tergugat  mampu  untuk

memberikan  nafkah  satu  orang  anak  Penggugat  dan  Tergugat sejumlah

Rp700.000,00 setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan; 



Petitum biaya perkara

Menimbang,  bahwa  menjawab  petitum  gugatan  Penggugat  angka  3

(tiga) tentang  pembebanan  biaya  perkara,  maka  oleh  karena  perkara  ini
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termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya

tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Pertimbangan penutup

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  petitum

gugatan Penggugat dikabulkan untuk  sebagian dan ditolak  serta tidak dapat

diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk selain dan selebihnya;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xx) terhadap Penggugat

(xxx);

4. Menyatakan  hak  asuh  anak  yang  masih  dibawah  umur,  anak  yang

bernama Muhammad Bintang Alfatih jatuh hak asuhnya pada Penggugat;

5. Menghukum  Tergugat  membayar  nafkah  anak  yang  bernama

Muhammad  Bintang  Alfatih  binti  Sugeng  Riadi  sebesar  Rp  700.000,00

setiap  bulannya  diluar  biaya  pendidikan  dan  kesehatan  sampai  anak

tersebut dewasa (usia 21 tahun);

6. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Sukadana  pada  hari  Kamis  tanggal  21  November  2024

Masehi  bertepatan  dengan  tanggal  19  Jumadil  Awwal  1446  Hijriah  oleh

Rifqiyatunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. dan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lasifatul  Launiyah,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Kamis  tanggal  21  November  2024  Masehi  bertepatan  dengan  tanggal 19

Jumadil Awwal 1446 oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut

dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.
Hakim Anggota,

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Lasifatul Launiyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.
Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 32.000,00

4. Meterai : Rp             10.000,00  

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
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